
BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
kesiapan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten
menyerahkan urusan yang menjadi kewenangannya
dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa;

b. bahwa urusan kabupaten yang diserahkan
pengaturannya kepada desa didasarkan identifikasi,
pembahasan dan penetapan jenis-jenis urusan yang
menjadi kewenangan Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa, Pemerintah Kabupaten melaksanakan
penyerahan urusan yang menjadi kewenangan
kabupaten kepada desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan
Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun
2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006
Nomor 07);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08
Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006
Nomor 08);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten Kotabaru.

5. Desa adalah desa yang ada di dalam Kabupaten
Kotabaru.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.
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9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

10. Peraturan desa adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala
desa.

BAB II
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

Pasal 2

(1) Urusan pemerintahan kabupaten yang dapat
diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi:

a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

b. Bidang Pertambangan dan Energi serta
Sumberdaya Mineral;

c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

f. Bidang Penanaman Modal;

g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

h. Bidang Kesehatan;

i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

j. Bidang Sosial;

k. Bidang Penataan Ruang;

l. Bidang Pemukiman/Perumahan;

m. Bidang Pekerjaan Umum;

n. Bidang Perhubungan;

o. Bidang Lingkungan Hidup;

p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi
Publik;

q. Bidang Otonomi Desa;

r. Bidang Perimbangan Keuangan;

s. Bidang Tugas Pembantuan;

t. Bidang Pariwisata;

u. Bidang Pertanahan;

v. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;

x. Bidang Perencanaan;

y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
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z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera;

bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;

cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

dd. Bidang Statistik; dan

ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

(2) Rincian urusan pemerintahan kabupaten yang
dapat diserahkan kepada desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENYERAHAN URUSAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Kajian dan Evaluasi Desa

Pasal 3

(1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi
terhadap jenis urusan yang akan diserahkan
kepada desa dengan mempertimbangkan aspek
letak geografis, kemampuan personil, kemampuan
keuangan, efisiensi dan efektivitas.

(2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi
terhadap jenis urusan yang akan diserahkan
kepada Desa, Bupati dapat membentuk dan
menetapkan Tim Pengkajian dan Evaluasi
Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten
Kepada Desa.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada
di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua
pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang
anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan
kebutuhan.

Bagian Kedua
Kesiapan Desa

Pasal 4

(1) Pemerintah desa bersama BPD melakukan kajian
terhadap jenis urusan pemerintahan kabupaten
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang
dapat dilaksanakan di desanya.


